MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 155.146/PUU/PAN.MK/SP/10/2024 08 Oktober 2024
Lampiran: 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 146/PUU-XXI1/2024

Yth. Presiden Republik Indonesia
Jalan Veteran Nomor 17-18
Jakarta 10110

Menindaklanjut perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menyampaikan
permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden
untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi".

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan
kepada Presiden Republik Indonesia salinan permohonan Nomor 146/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian
Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan llo Convention Nomor 138
Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi llo Mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 08
Oktober 2024 pukul 11:00 WIB. Sambil menunggu pemberitahuan dan panggilan sidang dalam rangka
pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, Mahkamah
Konstitusi mempersilakan Presiden Republik Indonesia mempersiapkan keterangan perihal
permohonan sebagaimana dimaksud.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana
mestinya. Demikian, atas perhatian Presiden Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Plt. Panitera
Muhidin
Tembusan :
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara

4. Yth. Menteri Hukum dan HAM
5. Yth. Sekretaris Kabinet

Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
5" ' Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik gdrgltal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https:/www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 155.146/PUU/PAN.MK/BASP/10/2024

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 pukul 18:02 WIB saya, Budi Asmoro,
atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan

perkara Nomor 146/PUU-XXI1/2024 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran
Nomor 17-18 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat
elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpabh jabatan.

Juru Panggil
Budi Asmoro
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